Menimbang :

Mengingat

KEPALA DESA SUKOREJO
KABUPATEN NGANJUK

PERATURAN DESA SUKOREJO
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1.

KEPALA DESA SUKOREJQ,

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai
wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan
secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-
besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukorejo
Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan  pemerintahan Desa berdasarkan
prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan
kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalem
melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju
masyarakat yang adil, makmur, dan sejahiera;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara



10.

11.

12,

i,

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801});
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2024 {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negera
Republik Indonesia Nomor 6914);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesai Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negeara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negura
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6202);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang
Pengclolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100)

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6623);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
lentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun
2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomeor 243);

14, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

16.Peraturan  Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024
tentang Petunjuk Operasional Atas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 1000);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024

tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun
2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun
2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);

20.Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun
2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);

21.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Dacrah Kabupaten
Nganjuk Tahun  2025-2029 (Lembaran Daerah
Kabupalen Nganjuk Tahun 2025 Nomor 3);

22.Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun
2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten
Nganjuk Tahun 2025 Nomor 5);

23.Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewcnangan Lokal Berskala Desa (Berita Dacrah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 35);

24.Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016
tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;

25.Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Aset Desa;

26.Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

27.Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan
dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan

Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk
Tahun 2020 Nomor 4);
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28.Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020
tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di
Desa;

29.Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2025
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Nganjuk Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk
Tahun 2025 Nomor 23);

30.Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2025
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

31.Peraturan Desa Sukorejo Nomor 4 Tahun 2025 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran
Desa Sukorejo Tahun 2025 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOREJO
dan
KEPALA DESA SUKOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun
Anggaran 2026 dengan rincian scbagai berikut:

1. Pendapatan Desa Rp. 2.500.653.800
2. Belanja Desa Rp.2.500.653.800
Surplus/ (Defisit}) Rp. 0
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 00
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 00
Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. 00
Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
APBDesa;

daftar penyertaan modal, jika tersedia;

daftar dana cadangan, jika tersedia; dan

daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun
anggaran sebelumnya.

R o



Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai

landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

(1)

(2)

(4)

Pasal 5

Pemerintah  Desa melaksanakan  kegiatan untuk
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
mendesak.

Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1)

menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan

penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan

mendesak yang belum tersedia anggarannya, vyang
selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa
tentang Perubahan APBDesa.

Kcgiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

mcmenuhi kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan norma! dari aktivitas
pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi
sebelumnya,;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa:

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggarin
dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh

kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan

sosial; dan

e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a.

b.

penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan
Desa pada tahun berjalan;

keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
antar objek belanja; dan

kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnva

dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam
tahun berjalan,
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Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APBDesa dengan
melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannva
dalam Lembaran Desa Sukorejo

Ditetapkan di Sukorejo
t@@l 31 Desember 2025




LAMPIRAN

PERATURAN DESA SUKOREJQ

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES#

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUKOREJO

TAHUN ANGGARAN 2026
Jenis APBDes : APBDes Awal
KODE REK URAIAN A“fg;"}“‘“ KETERANGAN
1 2 3 4
4. PENDAPATAN
41 Pendapatan Asli Desa 1.143.400.000,00
42 Pendapatan Transfer 1.354.253.800,00
43, Pendapatan Lain-lain 3.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAM 2.500.653.800,00
5. BELANJA
51. Belanja Pegawai 403.323.316,00
52 Belanja Barang dan Jasa 1.028.797.984,00
53 Belanja Modal 974.587.500,00
54 Belanja Tidak Terduga 93.945.000,00
JUMLAH BELANJA 2.500.653.800,00
SURPLUS / (DEFISIT) 0,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAM 0,00
— — —_—

. Nganjuk, 31 December 2025

3

Printed by Siskeudes 20/02/2026 10:43:59

Halaman 1



LAMPIRAN
PERATURAN DESA SUKORE.IC
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES?

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUKOREJQ

TAHUN ANGGARAN 2026
Jenis APBDes : APBEDes Awal
KODE URAIAN ANGGARAN SUMBERDANA
REKENING (Rp)
1 2 3 4 &
4 PENDAPATAN
41. Pendapatan Asli Desa 1.143.400.000,00
4.2 Pendapatan Transfer 1.354.253.800,00
4.3. Pendapatan Lain-lain 3.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.500.653.800,00
5. BELANJA
1 BIDANG PENYELEN N PEMERINTAHMAN DESA 953.391.280,00
11 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional 738,254.630,00
Pemerin{ahan Desa
1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 36.680.792,00 | ADD
1101 | 54, Belanja Pegawai 36.650.792,00
1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 104.830.848.00 | ADD
1.1.02 | 51, Belanja Pegawai 104.830.648,00
1.1.03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 18.001.678,00 | ADD
1103 | 5.1, Belanja Pegawai 16.001.676,00
1.1.04 glti:-_)nyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honar PKPKD dan PPKD 238.438.768.00 | ADD DU | PAD T
1.1.04 | 52 Belanjz Barang dan Jasa 233.118.168,00
1.1.04 | 53. Belanja Modal 5.320.600,00
1.1.06 Penyediaan Tunjangan BPD 40.800.000,00 [ ADD, PAD
1.1.05 | 51 Betanja Pegawai 24.800.000,00
1.1.05 | 52 Belanja Barang dan Jasa 16.200.000,00
1.1.08 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga 7.305.010,00 | apD
m, Listrik dli)
1.1.06 | 52, Belanja Barang dan Jasa 7.305.010,00
1.1.07 Penyediaan Insentif?Operasional RT/RW 58.000.000,00 | ADD, PA >
1107 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 58.000.000,00
1.1.08 Penyedizan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 10.000.000,00 | DDS
1.1.08 | 52 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
1.1.80 Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 211.200.000,00 | PAD
1.1.80 | 5.1, Beilanja Pegawai 211.200.000,00
1.1.92 Penyediaan Tali Asih Perangkat Desa 10.000.000,00 | PAD
1192 | 51, Belanja Pegawai 10.000.000,00
1.1.93 Fenyediaan Jaminan Ketenagakerjaan bagi BPD 467.580,00 | ADD
1193 | 52 Belanja Barang dan Jasa 467.580,00
1.1.94 Penyediaan faminan Ketenagakerjaan bagi RT/RW 4.519.956,00 | ADD
1194 | 52 Belanja Barang dan Jasa 4.519.956,00
1.2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 34.540.000,00
121 Penyedisan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 34.540.000,00 | ADD
IR 20/02/2026 10:44:33
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KODE

ANGGARAN

URAIAN SUMBERDANA
REKENING {Rp)
1 2 3 4 s
1201 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 34.540.000,00
1.3 Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipif, Statistik 9.708.400,00
dan Kearsipan
1.3.02 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profit Desa **) 8.395.700,00 | DDS
1302 { 52 Belanja Barang dan Jasa 8.385.700.00
1.3.08 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa gecara Partigipatif 1.313.700,00 | DDS
1.305 | 5.2, Belanja Barang dan Jasa 1.313.700,60
1.4, Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 38.589.550,00
dan Pelaporan
14.02 Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non 3.615.000,00 | ADD
Reguler)
1402 | 52 Belanja Barang dan Jasa 3.615.000,00
1.4.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 3.655.300,00 | ADD
1403 | 52, Belanja Barang dan Jasa 3.655.300,00
1.4.04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ 4.120.000,00 § ACD
dily
1404 | 52 Belanja Barang dan Jasa 4.120.000,00
1.4.05 Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Dasa 1.425.000,00 | DOS
1405 [ 52 Belanja Barang dan asa 1.425.000,00
1.4.91 Forum Pembina Desa ©.800.000,00 | ADD, PAD
149 | 52 Belanja Barang dan Jasa 9.800.000,00
1.4.93 Pengisian/ Penjaringan/ Penyaringan BPD 15.974.250,00 | ADD
1493 | 52 Belanja Barang dan Jasa 15.974.250,00
1.6 Sub Bidang Pertanahan 132.297.700,00
1.5.04 Kegiatan Mediasi Konftik Pertemahan 30.000.000,00 | PAD
1504 | 53, Belanja Modal 30.000.000,00
1.5.06 Adminstrasi Pajak Bumi dan Banguran (PBB)} 55.747.700,00 | PBH
1506 | 52 Belanja Barang dan Jasa $5.747.700,00
1.5.99 Lain-tain Sub Bidang Pertanghan 45.550.000,00 | Fa0
1599 | 52 Betanja Barang dan Jasa 46.550.000,00
2 DANG PELAKSANAAN PEM UNAN DESA 1.004.496 900,00
21, Bub Eldang Pendidikan 37.500.000,00
2.1.01 Penyelenggaraan PAUDTK/TPATKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik De 29.500.000,00 | DDS PAD
sa (Honor, Pakaian dil) ‘
2101 | 52, Belanja Barang dan Jasa 29.500.000.00
2108 cri'r:‘e)ngelc.ulaar'n Perpustakaan Milik Desa {Pengadaan Buku, Honor, Taman Ba 5.000.000,00 | aDD
2108 | 52 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
2.1.90 Pembinaan Hafidz dan Hafidzah 3.000.000,00 | DOS
2190 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
22 Sub Bidang Kesehatan 174.792.000,00
2202 Petrgelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Ins 139.057.000,00 | DDS. PAD
en
2202 | 52 Belanja Barang gan Jasa 139.057.000,00
2.2.04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 32.600.000,60 | pDs
2204 | 52 Belanja Barang dan Jasa 32.600.000,00 |
2208 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB} 3.135.000,00 | DDS
2206 | 52 Belanja Barang dan Jasa 3.1356.000,00
2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 779.812.900,00
2307 Pemetiharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petifasan Milik Desa 750.000,00 { PAD
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KODE URAIAN ANGGARAN SUMBERDANA
REKENING (Rp)
1 2 3 4 5
2307 | 52 Belanja Barang dan Jasa 750.000.00
2310 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Dasa **) 385394 800,00 | DDs. FAD
2310 | 53 Betanja Modai 395.394.800,00
2312 Pambangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) 181.658.400,00 | PAD
2312 | 5.3, Belanja Modal 181.658.400,00
2314 Pembangunar/RehabilitasiPentngkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sel 47.982.000,00 | DDS
okan dil)
2314 | 53, Belanja Modal 47.962.000,00
2315 i?mbangunan/RehabiIitasifPeningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan 52.877.700,00 | PBH
2315 | 53. Belanja Modal 52.877.700,00
2320 FPembangunan/RehabilitasiPeningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa ™) 17.000.000,00 | PAD
2320 | 5a. Belanja Modal 17.000.000,00
2.3.80 Pembangunan atau Pemeiiharaan Talud/TPT 74.170.000,00 | PAD
2390 | 53 Betanja Modal 74.170.000,00
24, Sub Bidang Kawasan Pemukiman 12.382.000,00
249 Pembanguran Rehabritasi! Peningkatan/ Perneftharaan Jaringan Listrik/ P 12.392.000,00 | PAD
enerangan Desa
2491 | 53 Belanja Modal 12.362.000,00
3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 278.373.620.00
31 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 23.006.520,00
Masyarakat
31Mm Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa 9.348.400,00 | DOS
31.01 | 52, Belanja Barang dan Jasa ©.348.400,00
3190 Penyediaan laminan Ketenagakerjaan bagi Linmas 4.208.220,00 | ADD
3190 | 52 Belanja Barang dan Jasa 4.208,220,00
3188 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Katertiban Urmum dan Perlind 9.450.000,00 | PAD
ungan Masyarakat
3199 | 52 Belanja Barang dan Jasa 9.450.000,00
3.2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 220.799.000,00
3203 Penyelenggaraan Festival Kesenlan, AdatKebudayaan, dan Keagamaan (H 165.199.000.00 [ PAD
UT RI, Raya Keagamaan dll)
3203 | 52 Belanja Bareng dan Jasa 185.199.000,00
3299 Lain-lain Kagiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 35.600.000,00 | PAD
32989 { 52 Belanja Barang dan Jasa 35.600.000,00
3.3 Sub Bidang Kspemudaan dan Olahraga 6.269.700,00
3306 Pembinaan Karang Taruna/Kiub Kepemudaan/Ofahraga Tingkat Desa 6.269.700.00 | ADD. DDS
3.306 | 52 Belanja Barang dan Jasa 6.269.700,00
3.4, Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 28.298.300,00
3.4.02 Pambinaan LKMD/LPM/LPMD 8.132.700,00 | ADD, DD3, PAD
3402 | 52 Belanja Barang dan Jasa 8.132.700,00
3403 Pembinaan PKK 15.665.600,00 | ADD. DD3
3403 | 52 Belanja Barang dan Jasa 15.665.600,00
3404 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 4.500.000.00 | pbs
3404 | 52 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00
4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 170.447.000,00
4.2, Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 124.338.200,00
4203 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dil) 117.338.200,00 | DDS
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i URAIAN ANGGARAN SUMBERDANA
REKENING (Rp)
1 2 3 4 §
4203 | 53 Belanja Modal 117.338.200,00
4,204 Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana 7.000.000,00 | DDS
4204 | 53 Belanja Modal 7.000.000,00
4.3. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 18.000.000,00
4.3.01 Peningkatan Kapasilas Kepala Desa 3.000.000,00 | PAD
4301 | 52 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
4.3.02 Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa 9.000.000,00 | PAD
4302 | 52 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00
4303 Peningkatan Kapasitas BPD 6.000.000,00 | PAD
4303 | 52 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
4.6. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal 2.755.000,00
46.02 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes 2.755.000,00 | DDs
)
46.02 | 52 Belanja Barang dan Jasa 2.755.000,00
4.7. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 25.353.800,00
4.7.02 Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa 23.473.800,00 | PAD
4702 | 52, Belanja Modal 23.473.800,00
4.7.91 Sosialisasi Teknologi Tepat Guna/ Posyantekdes 1.880.000,00 | DDS
4791 | 52 Belanja Barang dan Jasa 1.860.000,00
] BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA. DARURAT DAN MENDESAK DE 93.945.000,00
5.2 Sub Bidang Keadaan Darurat 3.945.000,00
5.2.00 Penanganan Keadaan Darurat 3.945.000,00 | DDS
5200 | 54 Belanja Tidak Terduga 3.945.000,00
53. Sub Bidang Keadaan Mendesak 80.000.000,00
5.3.00 Penanganan Keadaan Mendesak 90.000.000,00 | DDS
5300 | 54. Belanja Tidak Terduga 90.000.000,00
JUMLAH BELANJA 2.500.653.800,00
SURPLUS / (DEFISIT) 0,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAM 0,00

Nganjuk, 31 December 2025

.. Pj. Kepala Desa Sukorejo
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